BUPATI KARAWANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG
NOMOR 380 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2017
TENTANG KODE ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH

Menimbang

Mengingat

—

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

bahwa Kode Etik Pengelola Pengadaan barang/Jasa Daerah
telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 46
Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa Daerah sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Bupati Karawang Nomor 70 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 46 Tahun
2017 tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa
Daerah;

bahwa sehubungan dengan telah diundangkannya Peraturan
Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2021 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat
Daerah Kabupaten Karawang, yang membentuk Bagian
Pengadaan Barang dan Jasa sehingga perlu disesuaikan
dengan nomenklatur yang terbaru;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 46
Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan
Barang/Jasa Daerah;

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 2851);



Undang-Undang Nomor 28  Tahun 1999  tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002
tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6409);

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah,
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 6856);

Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang
Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Unit Kerja
Pengadaan Barang/Jasa (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 511);

Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun
2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
Kabupaten Karawang (Lembaran Daerah  Kabupaten
Karawang Tahun 2016 Nomor 14) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 11
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Kabupaten Karawang Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten
Karawang (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2021 Nomor 11);

Peraturan Bupati Karawang Nomor 51 Tahun 2021 tentang
Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata
Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Karawang (Berita Daerah
Kabupaten Karawang Tahun 2021 Nomor 51);



Menetapkan

MEMUTUSKAN :

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 46 TAHUN 2017 TENTANG KODE
ETIK PENGELOLA PENGADAAN BARANG/JASA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun
2017 tentang Kode Etik Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Daerah
(Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2017 Nomor 46)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 70
Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 46
Tahun 2017 tentang Kode Etik Pengelolaan Pengadaan
Barang/Jasa Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun
2018 Nomor 70) diubah, sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1) Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Bagian Kelima
Susunan

Pasal 8

(1) Komite Etik terdiri dari 5 (lima) orang dengan susunan
keanggotaan terdiri atas:

a. 1 (satu) orang Ketua merangkap anggota dijabat secara
ex-officio oleh Inspektur Kabupaten Karawang;

b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap sebagai anggota
dijabat secara ex-officio oleh Inspektur Pembantu
Khusus Kabupaten Karawang; dan

c. 3 (tiga) orang anggota, yang terdiri atas:

1. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Kabupaten Karawang;

2. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; dan
3. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah.

(2) Apabila yang diduga dan/atau yang diadukan melakukan
pelanggaran Kode Etik merupakan salah satu dari Komite
Kode Etik, dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan
anggota tersebut tidak diikutsertakan dan diganti oleh 1
(satu) orang tambahan anggota wunsur yang diganti
ditetapkan oleh Ketua Komite Etik.

2. Ketentuan huruf h ayat (1) Pasal 10 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut :

BABV
PEMERIKSAAN DAN KEPUTUSAN
Bagian Kesatu
Pemeriksaan Atas Dasar Pengaduan

Pasal 10

(1) Pemeriksaan atas dasar pengaduan dari masyarakat,
laporan PD, media massa, dan/atau pihak lain di luar Unit
Kerja Pengadaan Barang/Jasa dilakukan dengan
mekanisme:



(2)

(3)

Sekretariat Komite Etik menyusun telaahan atas
pengaduan yang diterima dan menyampaikannya
kepada Ketua Komite Etik;

Ketua Komite Etik mengadakan rapat Komite Etik yang
dipersiapkan oleh Sekretariat untuk membahas
pengaduan;

Rapat Komite Etik membahas dan membuat
kesimpulan apakah pengaduan layak atau tidak layak
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan,;

apabila tidak layak proses penanganan pengaduan
dihentikan dan diberikan penjelasan tertulis yang patut
kepada pihak pengadu;

apabila layak proses penanganan pengaduan
ditindaklanjuti dengan pemeriksaan oleh sidang Komite
Etik, dengan:

1. pemanggilan para pihak;
2. pengumpulan bukti; dan
3. pemeriksaan bukti.

Sesuai dengan hasil pemeriksaan dan bukti yang ada,
Komite Etik memutuskan dan menetapkan ada atau
tidak pelanggaran terhadap Kode Etik;

apabila diputuskan dan ditetapkan bahwa telah terjadi
pelanggaran terhadap Kode Etik, maka dalam
putusannya Komite Etik harus mencantumkan sanksi
administratif yang diberikan kepada pejabat struktural
dan/atau pejabat fungsional pengelola pengadaan
barang/jasa Daerah yang melanggar;

Keputusan Komite Etik dilaporkan kepada Bupati
dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Sekretaris
Daerah dan Asisten Perekonomian dan Pembangunan;

Bupati atau Sekretaris Daerah menetapkan pemberian
sanksi berdasarkan Keputusan Komite Etik.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g berupa:

a.
b.
c.
d

€.

f.

Teguran Lisan;

Teguran tertulis;

Mutasi dari Bagian Pengadaan Barang dan Jasa;
Penghentian tunjangan kerja paling sedikit 3
(tiga)bulan;

Penurunan pangkat setingkat lebih rendah; dan/atau
Pemberhentian jabatan.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
dikenakan berdasarkan tingkat pelanggaran Kode Etik
yang tidak bersifat bertingkat dan dalam satu pemberian
sanksi dapat dikenakan beberapa sanksi sekaligus.



Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang

pada tanggal 2 Gkteber 2023

Diundangkan di Karawang

pada tanggal 2 Qkteber 2023

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023
NOMOR 380
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